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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 
ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
program dan kegiatan selama periode triwulan tersebut, sekaligus sebagai 
bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja 
di masa mendatang. 

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang 
telah memberikan dukungan, data, serta kontribusi dalam proses penyusunan 
laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait 
capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang 
diperlukan. 

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan 
keputusan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perbaikan kinerja secara 
berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi 
penyempurnaan laporan di periode selanjutnya. 

Akhir kata, semoga kerja sama, komitmen, dan semangat perbaikan terus 
menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pada periode berikutnya. 

 

            Makassar, 2 Januari 2026 

           Kepala Balai, 

 

 

                           B A K H T I A R 
        NIP. 19711000 200212 1 003 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

  Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerinta sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah 

yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan 

dari sistem perencanaan, pemograman, penganggaran serta pelaksanaan 

program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja 

instansi pemerintah. 

  Dan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja, 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Sulawesi III (Balai P3P Sulawesi III) berkewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan 

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban 

tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan 

laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan 

mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam satu tahun 

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran 

serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang 

dicapainya.  

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 
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maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara 

diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Balai P3P 

Sulawesi III Tahun 2025-2029. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 

20 menyebutkan laporan kinerja dihasilkan dari suatu SAKIP yang 

diselenggarakan masing-masing identitas pelaporan/akuntansi. Sesuai 

ketentuan tersebut penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) memiliki peran strategis karena dapat memberikan 

informasi antara lain:  

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome yang tercantum 

dalam perencanaan kinerja tahun 2025;  

2. Hubungan kinerja dan hasil sumber daya; dan  

3. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai. 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan Nepotisme, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional yang menguatkan intergrasi perencanaan, 

penganggaran, dan pelaporan yang juga berimplikasi pada implementasi 

SAKIP. 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:  

1. Rencana Strategis.  

2. Perjanjian Kinerja.  

3. Pengukuran Kinerja.  

4. Pengelolaan Data Kinerja.  
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5. Pelaporan Kinerja.  

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai P2P 

Sulawesi III Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang 

dicerminkan dari percapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian 

indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

1.2 TUGAS DAN FUNGSI 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Sulawesi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai P3KP Sulawesi III 

merupakan salah satu unit kerja yang menangani Pembangunan 

Perumahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara 

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan 

Kawasan Permukiman No 1 Tahun 2025 yang merupakan penggabungan 

dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III 
(Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III) 
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Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III 

adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan,Peningkatan Kualitas 

Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan 

Permukiman Pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi Serah 

Terima Aset. 

Sebelum terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Sulawesi III (BP3KP Sulawesi III) di kenal sebagai 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III (BP2P Sulawesi III) 

dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada 

awalnya unit teknis penyediaan perumahan di lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nomenklatur 

sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III yang 

tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara. balai ini dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang 

fokus pada pembangunan perumahan dan prasarana perumahan di 

daerah masing-masing. Sebelum Tahun 2025 struktur organisasi, tugas, 

dan fungsi awal balai ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UPT yang juga mengatur penugasan teknis di 

tingkat daerah. 

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini mengubah 

nomenklatur dan struktur organisasi UPT, termasuk balai-balai yang 

sebelumnya disebut BP2P, menjadi Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). Tujuan perubahan ini 

adalah untuk menyelaraskan fungsi teknis pelaksanaan perumahan 

dengan fokus yang lebih luas, yaitu tidak hanya penyediaan rumah tetapi 



 

7 
 

juga pengembangan kawasan permukiman serta koordinasi penyediaan 

lahan, PSU, dan rehabilitasi kawasan pasca bencana. 

Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan 

kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas 

perumahan;  

2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, 

pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta 

pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;  

3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;  

4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis 

pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan 

kualitas perumahan;  

5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman;  

6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan 

permukiman; 

7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan 

permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;  

8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan 

hunian;  

9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;  

10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen 

perumahan;  

11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan 

permukiman;  
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12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi 

pembiayaan perumahan;  

13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; 

14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona 

integritas, sistem  pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta 

system pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan  

15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, 

komunikasi publik, serta layanan hukum balai. 

 
 

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Secara organisasi Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan  Sulawesi III membawahi 2 (dua) wilayah  

Satuan Kerja diantaranya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan dan Satuan Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara. Adapun 

susunan Struktur Organisasi yaitu : 

 

1.3.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Sulawesi III 
 

1. Kepala Balai 

Kepala Balai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi  program kerja. Kepala Balai juga bertanggung jawab 

untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan bawahan dan memastikan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan  peraturan yang berlaku.  

2. Kasubag Umum dan Tata Usaha   

Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan 

tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, 
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pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan 

koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, 

koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan 

penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum 

balai. 

3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I 

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan 

usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan 

kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;  

- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, 

sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan 

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, 

pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai 

delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir. 

4. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II 

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis 

perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan 

dan peningkatan kualitas rumah dan prasaranan, sarana dan utilitas 

umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, 

pematauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah 

perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai 

delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir. 

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas melaksanakan 

tugas dan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta 

bertanggung jawab atas segala pengeluaran anggaran belanja.  
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6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar ( PPSPM )  

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar ( PPSPM ) mempunyai 

tugas menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran. 

PPSPM juga bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut.  

7. Bendahara  

 mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja.   

Adapun Untuk 2 (Dua) Satuan Kerja yang membawahi Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, yaitu Satuan 

Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan   

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan 

panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan 

pengelolaan anggaran/ keuangan, menetapkan rencana pelaksanakan 

kegiatan dan rencana penarikan dana, mengawasi pemantauan 

dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas 

pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang –undangan.   

B.  PPK Perencanaan/ Pengendalian  

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, 
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rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman 

kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

C. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus  

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus mempunyai tugas melakukan 

Pelaksanaan kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus deleniasi 

perumahan perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman 

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawaasn Permukiman mempunyai 

tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan 

MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

E. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)  

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan 

menerbitkan perintah pembayaran.  

F.  Bendahara Pengeluaran  

Pejabat   perbendaharaan  negara yang mempunyai tugas melakukan 

pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya. 

 

2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara 

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, 

menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan , menetapkan rencana 

pelaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana , mengawasi 

pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan 
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dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang –

undangan.   

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian  

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, 

rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman 

kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi 

Sulawesi Tenggara.  

G. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman 

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawaasn Permukiman mempunyai 

tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan 

MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

H. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)  

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan 

menerbitkan perintah pembayaran.  

I.  Bendahara Pengeluaran  

Pejabat   perbendaharaan  negara yang mempunyai tugas melakukan 

pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya. 

 

Untuk lebih melengkapi Struktur Organisasi Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan 2 

(Dua) Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi 

Tenggara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :  
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Gambar. 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Sulawesi III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 
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Gambar. 1.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara 
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BAB II 
CAPAIAN KINERJA 

2.1 Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan Dokumen Rencana Aksi 

Kinerja. 

Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan Dokumen Rencana Aksi 

Kinerja merupakan tahapan akhir dalam siklus pelaksanaan program dan 

kegiatan tahun berjalan. Pada periode ini, seluruh indikator kinerja yang 

telah direncanakan sejak awal tahun diharapkan mencapai target 

kumulatif sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan Triwulan IV difokuskan pada penyelesaian seluruh 

output kegiatan, percepatan realisasi fisik dan keuangan, serta penguatan 

pengendalian internal untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan. Selain 

itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif guna 

memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. 

Capaian kinerja pada Triwulan IV menjadi indikator utama dalam 

penilaian kinerja tahunan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan 

rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada tahun 

anggaran berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan Triwulan IV tidak 

hanya berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, tetapi juga pada 

peningkatan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja organisasi. 
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Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Meningkatnya layanan dukungan manajemen  

Jumlah Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
3  

Layanan 
3 

Layanan 

- Belanja Keperluan 
Perkantoran 

- Belanja Bahan 
- Belanja Barang 

Persediaan Barang 
Konsumsi 

- Belanja Jasa Pos 
dan Giro 

- Belanja 
Langganan Listrik 

- Belanja 
Langganan 
Telepon 

- Belanja 
Langganan Air 

- Belanja 
Langganan Daya 
dan Jasa Lainnya 

- Belanja 
Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan 

0,00 0,00 33,97 100,00 
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- Belanja 
Pemelihataan 
Peralatan dan 
Mesin 

- Belanja Honor 
Operasional 
Satuan Kerja 
 

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025. 

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas Sasaran Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen diukur melalui 

indikator Jumlah Layanan Perkantoran dengan target 3 layanan sesuai Rencana Aksi dan PK Revisi. Hingga 

Triwulan III capaian sebesar 33,97%, sehingga pada Triwulan IV ditargetkan mencapai 100% secara kumulatif. 

Percepatan dilakukan melalui optimalisasi belanja operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, serta dukungan administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Tabel 2.2 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 17,78 28,97 40,42 51,61 69,16 81,50 100,00 

Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 22,78 33,97 45,42 56,61 74,16 86,50 100,00 

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 
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Berdasarkan Tabel 2.2 diatas rencana pelaksanaan, progres keuangan mulai terealisasi pada bulan Mei 

sebesar 6,32% dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 100,00% pada bulan Desember. Sejalan 

dengan itu, progres fisik juga mulai berjalan pada bulan Mei sebesar 11,32% dan terus meningkat secara 

konsisten setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan berlangsung secara progresif sejak semester I dan mengalami percepatan pada Triwulan III dan IV 

guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai rencana. 

Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi 
dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni 
Jumlah Laporan 
Pemantauan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan Kegiatan 
Tematik 
Penyelenggaraan 
Kawasan 
Permukiman dan 
Akuntabilitas Kinerja 

Laporan 
1 

Laporan 
1 

Laporan 

Melaksanakan 
Monitoring dan 
Evaluasi Terhadap 
kegiatan bantuan 
rumah swadaya, 
dan Penanganan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

0,00 0,00 7,25 100 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis  
Penyelenggaraan 
Klinik Perumahan 
dan Kawasan  

Rekomen
dasi 

Kebijakan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melaksanakan 
Rekomendasi 
Kebijakan Teknis 
Penyelenggaraan 
Klinik Perumahan 

0,00 0,00 7,25 100 
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Permukiman dan Kawasan 
Permukiman 

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 

Jumlah Laporan 
Pemantauan, 
Evaluasi, dan 
Pelaporan 
Pembangunan 
Rusun, Peningkatan 
Kualitas dan 
Penaganan Kumuh 

Laporan 
3 

Laporan 
3 

Laporan 

Melaksanakan 
Monitoring dan 
Evaluasi Terhadap 
kegiatan 
Pembangunan 
Rusun, 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Penanganan 
Kumuh 

0,00 0,00 15,30 100 

Jumlah unit Rumah 
Swadaya di Kawasan 
Permukiman 

unit 
3534 
unit 

3541 
unit 

Melaksanakan 
peningkatan 
kualitas hunian 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah melalui 
perbaikan atau 
peningkatan 
rumah tidak layak 
huni menjadi 
layak huni. 

0,00 0,00 4,00 100 

Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu 

Luas Penanganan 
Permukiman Kumuh 

Hektar 
44,94 

Ha 
44,94  

Ha 

Peningkatan 
kualitas kawasan 
yang tidak layak 

0,00 0,00 4,00 100 
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huni melalui 
perbaikan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum 
seperti jalan 
lingkungan, 
drainase, sanitasi, 
dan air minum 

Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan 
permukiman 

Jumlah unit 
Pembangunan PSU 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

unit 0 unit 325 unit 

Penyediaan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum 
seperti jalan 
lingkungan, 
drainase, air 
minum, dan 
sanitasi guna 
mendukung 
terciptanya 
hunian yang 
layak, aman, dan 
nyaman serta 
meningkatkan 
kualitas 
lingkungan 
perumahan secara 
berkelanjutan. 

0,00 0,00 7,25 100 

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025. 

Berdasarkan Tabel 2.3 Berdasarkan Rencana Aksi dan PK Revisi, seluruh sasaran strategis ditargetkan 

mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada sasaran keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, 
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pemantauan dan evaluasi, ditargetkan tersusunnya 1 laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan tematik 

kawasan permukiman serta 1 rekomendasi kebijakan teknis Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

dengan progres Triwulan III masing-masing 7,25%. Pada sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak 

huni, ditargetkan 3 laporan pemantauan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh 

(progres 15,30%), serta realisasi 3.541 unit Rumah Swadaya (progres 4,00%). Selanjutnya, penanganan 

permukiman kumuh seluas 44,94 Ha telah mencapai progres 4,00%, dan pembangunan 325 unit PSU 

Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai progres 7,25% pada Triwulan III. Seluruh indikator 

dipercepat pada Triwulan IV guna memastikan capaian akhir tahun mencapai 100% sesuai target yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 2.4 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 32,50 57,50 100,00 

Fisik 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7,25 37,50 62,50 100,00 

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas rencana pelaksanaan, realisasi keuangan dan fisik belum menunjukkan 

perkembangan hingga bulan Agustus. Progres mulai terlihat pada bulan September dengan capaian keuangan 

sebesar 2,25% dan fisik sebesar 7,25%. Selanjutnya pada Triwulan IV terjadi percepatan signifikan, dimana 

realisasi keuangan meningkat menjadi 32,50% pada Oktober, 57,50% pada November, dan mencapai 100,00% 

pada Desember. Progres fisik juga meningkat dari 37,50% pada Oktober menjadi 62,50% pada November, 
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hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun, sebagai bentuk penyelesaian seluruh target kegiatan sesuai 

rencana. 

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi 
dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan, Strategi 
dan Program 
Prioritas 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melaksanakan 
pelaporan 
kebijakan, 
strategi, dan  
Program Prioritas 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

0,00 0,00 10,22 100 

Jumlah Laporan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

Laporan 
3 

Laporan 
3 

Laporan 

Melaksanakan 
Pemantauan, 
Pengendalian 
Kebijakan dan 
Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perkotaan 

0,00 0,00 20,05 100 

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan 
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Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 
penyelenggaraan 
Pembangunan 
Perumahan 
Perkotaan 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melaksanakan 
pelaporan 
kebijakan 
Penyelenggaraan  
Pembangunan 
Perumahan 
Perkotaan 

0,00 0,00 14,23 100 

Jumlah Rumah 
Susun Hunian 
ASN/TNI/POLRI 
Perumahan 
Perkotaan 

unit 44 unit 44 unit 

Melaksanakan 
pembangunan 
rumah susun yang 
diperuntukkan 
bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), TNI, 
dan POLRI di 
wilayah perkotaan. 

0,00 0,00 4,00 100 

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 
Wilayah Perkotaan 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 
Penyelenggaraan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan 
Perkotaan 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melaksanakan 
pelaporan 
kebijakan 
Penyelenggaraan   
Peningkatan 
Kualitas 
Perumahan 
Perkotaan 

0,00 0,00 13,55 100 

Jumlah Rumah 
Swadaya Perkotaan 
yang ditingkatkan 
kualitasnya 

unit 498 unit 490 unit 

Melaksanakan 
peningkatan 
kualitas hunian 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah melalui 
perbaikan atau 

0,00 0,00 4,00 100 
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peningkatan 
rumah tidak layak 
huni menjadi 
layak huni. 

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025. 

Berdasarkan Tabel 2.5 Berdasarkan Rencana Aksi dan PK Revisi, seluruh sasaran strategis pada 

penyelenggaraan perumahan perkotaan ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada sasaran 

meningkatnya kinerja keterpaduan dan evaluasi, ditargetkan tersusunnya 1 rekomendasi kebijakan, strategi 

dan program prioritas (progres Triwulan III sebesar 10,22%) serta 3 laporan pemantauan dan evaluasi (progres 

20,05%). Pada sasaran meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni, ditargetkan 1 rekomendasi 

kebijakan pembangunan perumahan perkotaan (progres 14,23%) serta pembangunan 44 unit rumah susun 

hunian ASN/TNI/POLRI (progres 4,00%). Selanjutnya, pada sasaran peningkatan kualitas pembangunan 

perumahan perkotaan, ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan (progres 13,55%) dan peningkatan kualitas 490 

unit Rumah Swadaya Perkotaan (progres 4,00%). Seluruh indikator dipercepat pada Triwulan IV untuk 

memastikan capaian akhir tahun mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. 

Tabel 2.6 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 21,44 57,50 100,00 

Fisik 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 15,01 26,44 62,50 100,00 

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 
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Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi 
dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan 
Jumlah Kegiatan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 
Perdesaan 

Kegiatan 
1 

Kegiatan 
1 

Kegiatan 

Melaksanakan 
koordinasi 
Penyeelnggaraan 
Perumahan 
Perdesaan 

0,00 0,00 10,00 100,00 

Jumlah Laporan 
Pemantauaan dan 
Evaluasi Perumahan 
Perdesaan 

Laporan 
2 

Laporan 
2 

Laporan 

Melaksanakan 
Pemantuan dan 
Evaluasi 
Perumahan 
Perdesaan 

0,00 0,00 10,00 100,00 

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 
Wilayah Perdesaan 

Jumlah Pemantauan 
dan Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan 
Perdesaan 

Laporan 
-  

Laporan 
3 

Laporan 

Melaksanakan 
Pemantuan dan 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Peningkatan 
Kualitas 
Perumahan 
Perdesaan 

0,00 0,00 10,00 100,00 

Jumlah Unit Rumah 
Swadaya Perumahan 
Perdesaan 

unit 186 unit 175 unit 

Melaksanakan 
peningkatan 
kualitas hunian 
masyarakat 

0,00 0,00 4,00 100 
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berpenghasilan 
rendah melalui 
perbaikan atau 
peningkatan 
rumah tidak layak 
huni menjadi 
layak huni. 

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025. 

Berdasarkan table 2.7 diatas Pada Tahun Anggaran berjalan, sasaran peningkatan kinerja keterpaduan, 

kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan 

perdesaan dilaksanakan melalui 1 kegiatan koordinasi serta penyusunan 2 laporan pemantauan dan evaluasi 

yang terealisasi pada Triwulan III dan IV dengan capaian 100% pada akhir tahun. Selanjutnya, dalam rangka 

meningkatkan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di 

wilayah perdesaan, dilaksanakan 3 laporan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kualitas 175 unit 

rumah swadaya (revisi dari 186 unit), yang juga mencapai progres 100% pada akhir periode. Capaian tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target revisi Perjanjian Kinerja dan mendukung 

peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan. 

Tabel 2.8 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 32,50 65,50 100,00 

Fisik 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 37,50 70,50 100,00 

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 
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Berdasarkan table 2.8 diatas  rencana penyerapan anggaran dan progres fisik, pelaksanaan kegiatan 

mulai menunjukkan realisasi pada Triwulan III, dengan capaian keuangan sebesar 5,00% dan fisik 10,00% 

pada bulan September. Progres meningkat signifikan pada Triwulan IV, dimana realisasi keuangan mencapai 

32,50% pada Oktober, 65,50% pada November, dan 100,00% pada Desember, sedangkan capaian fisik 

mencapai 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan 100,00% pada Desember. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran dan seluruh target keuangan maupun 

fisik dapat diselesaikan secara optimal hingga mencapai 100% pada akhir periode. 

Tabel 2.9 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Satuan 
Target 

Rencana 
Aksi 

Target PK 
Revisi 

Aktivitas 
TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman yang efektif dan akuntabel 
Jumlah Kebijakan 
Keterbukaan Publik, 
Transparansi, dan 
Akuntabilitas 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melaksanakan 
Pembangunan 
Zona Integritas 

0,00
% 

0,00
% 

00,00
% 

100% 

Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman 
Jumlah Kebijakan 
Manajemen Risiko 
dan Pencegahan 
Korupsi 

Rekomen
dasi / 

Laporan 

1 
Rekome
ndasi / 
Laporan 

1 
Rekomen

dasi / 
Laporan 

Melakukan 
Penyusunan dan 
Penerapan 
Manajemen Risiko 

0,00
% 

0,00
% 

25,05
% 

100% 
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Berdasarkan Tabel 2.9 diatas Pelaksanaan sasaran peningkatan dukungan kebijakan keterbukaan 

publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel dilaksanakan 

melalui kegiatan pembangunan Zona Integritas dengan target 1 rekomendasi/laporan yang direncanakan 

tercapai pada Triwulan IV dengan capaian 100%. Selain itu, dalam rangka meningkatkan dukungan kebijakan 

pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, dilakukan penyusunan dan penerapan manajemen risiko dengan 

target 1 rekomendasi/laporan, dimana progres mulai terlaksana pada Triwulan III sebesar 25,05% dan 

ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat 

tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta mendukung pencegahan korupsi dalam 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 

Rencana 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,05 50,25 75,05 100,00 

Fisik 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 00,00 37,50 70,50 100,00 

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 

Berdasarkan Tabel 2.10 rencana penyerapan anggaran dan capaian fisik kegiatan, realisasi pelaksanaan 

mulai terlihat pada Triwulan III dengan capaian keuangan sebesar 25,05% pada bulan September, sementara 

progres fisik masih belum menunjukkan realisasi pada periode tersebut. Memasuki Triwulan IV, pelaksanaan 

kegiatan mengalami peningkatan yang signifikan, dimana realisasi keuangan mencapai 50,25% pada Oktober, 

75,05% pada November, dan 100,00% pada Desember. Sejalan dengan hal tersebut, progres fisik juga 

meningkat dengan capaian 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan mencapai 100,00% pada 
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Desember, sehingga seluruh target kegiatan baik dari sisi keuangan maupun fisik dapat diselesaikan secara 

optimal pada akhir tahun anggaran. 
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2.2 Capaian Kinerja Triwulan BP3KP Sulawesi III. 

Sub bab ini menyajikan gambaran mengenai Capaian Target 

Triwulan IV sebagai hasil evaluasi atas target kinerja yang telah 

ditetapkan untuk periode Triwulan IV. Analisis ini bertujuan untuk 

melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara telah 

mencapai target yang direncanakan dalam Rencana Aksi Triwulanan. 

Melalui perbandingan antara target dan realisasi, sub bab ini 

memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan 

kegiatan, faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang muncul 

selama periode Triwulan IV, serta menjadi dasar bagi penyempurnaan 

strategi dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya. 

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran berjalan, Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target 

pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Secara 

umum, capaian kinerja pada triwulan ini menunjukkan peningkatan 

yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, baik dari sisi 

realisasi fisik maupun realisasi keuangan, seiring dengan percepatan 

pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran. 

Realisasi kegiatan pada Triwulan IV difokuskan pada penyelesaian 

pekerjaan konstruksi, penyusunan laporan kegiatan, serta penyelesaian 

administrasi pelaksanaan program. Berbagai upaya percepatan 

dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan para pemangku 

kepentingan, optimalisasi pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta 

pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kegiatan di 

lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh target 

output kegiatan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 
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Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Triwulan IV telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung 

pencapaian target kinerja Balai. Meskipun terdapat beberapa kendala 

teknis di lapangan, seperti penyesuaian jadwal pekerjaan dan kondisi 

operasional tertentu, namun hal tersebut dapat diatasi melalui langkah 

koordinatif dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, 

capaian kinerja pada Triwulan IV diharapkan dapat memberikan 

kontribusi optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hunian 

layak serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan. 

 

2.2.1 Capaian Target Triwulan IV Program Dukungan Manajemen 

Capaian target Triwulan IV BP3KP Sulawesi III pada Program 

Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.11 Capaian Target Kinerja Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian 

PKP Tahun Anggaran 2025 

SASARAN 
KEGIATAN/ 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
PK 

REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN 
TARGET 

TRIWULAN IV KETERANGAN 

JUMLAH 
LAPORAN 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen 

1. Jumlah Laporan 
Layanan 
Perkantoran 

3 
Layanan 

100% 3 

Layanan 

100% Capaian sesuai target kinerja, mencakup : 

- Belanja Keperluan Perkantoran  

- Belanja Barang Operasional Lainnya 

- Belanja Bahan 

- Belanja Barang Persediaan Barang 
Konsumsi 

- Belanja Jasa Pos dan Giro 

- Belanja Langganan Listrik 

- Belanja Langganan Telepon 

- Belanja Langganan Air 

- Belanja Langganan Daya dan Jasa 
Lainnya 

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan 
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SASARAN 
KEGIATAN/ 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
PK 

REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN 
TARGET 

TRIWULAN IV KETERANGAN 

JUMLAH 
LAPORAN 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bangunan 

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 

- Belanja Peralatan dan Mesin 

 

 Berdasarkan tabel 2.11 diatas Pada Triwulan IV, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman telah melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan berupa 

meningkatnya layanan dukungan manajemen. Salah satu indikator kinerja yang diukur adalah Jumlah 

Laporan Layanan Perkantoran dengan target kinerja revisi sebanyak 3 layanan dan target capaian Triwulan 

IV sebesar 100%. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, pada Triwulan IV telah terealisasi 1 laporan layanan 

perkantoran dengan tingkat capaian 100% dari target triwulan, sehingga kinerja pada indikator ini dapat 

dinyatakan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan layanan dukungan perkantoran telah berjalan dengan baik dalam mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 
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 Pelaksanaan layanan perkantoran pada periode ini mencakup berbagai komponen belanja operasional 

yang menunjang kegiatan administrasi dan operasional satuan kerja, antara lain belanja keperluan 

perkantoran, belanja barang operasional lainnya, belanja bahan, belanja barang persediaan konsumsi, belanja 

jasa pos dan giro, belanja langganan listrik, telepon, air, serta daya dan jasa lainnya. Selain itu juga meliputi 

belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja honor operasional 

satuan kerja, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

Dengan terlaksananya seluruh komponen layanan tersebut secara optimal, kegiatan layanan 

perkantoran mampu memberikan dukungan administratif dan operasional yang memadai bagi pelaksanaan 

program dan kegiatan di lingkungan Balai, sehingga mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara 

keseluruhan. 
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Gambar 2.1 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP 
Tahun Anggaran 2025 

 

Berdasarkan gambar 2.1 Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan kegiatan dukungan manajemen yang bertujuan 

untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran serta pelaksanaan program di lingkungan balai. 

Berdasarkan data realisasi kegiatan, capaian kinerja pada Triwulan IV menunjukkan hasil yang sangat baik 

dengan realisasi keuangan sebesar 97,84% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.078.917.000, dengan 

realisasi mencapai Rp1.055.638.836. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, yang 

menunjukkan bahwa seluruh target output kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 
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Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa paket kegiatan layanan operasional, antara lain 

operasional pemeliharaan kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta 

pembayaran honor operasional satuan kerja pada beberapa unit di lingkungan kementerian. Kegiatan-kegiatan 

tersebut dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun dan mengalami peningkatan realisasi yang signifikan 

pada Triwulan IV sebagai periode penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran. 

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV berjalan dengan baik melalui pengelolaan 

anggaran yang efektif, koordinasi yang intensif, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala. 

Dengan tercapainya realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan yang tinggi, kegiatan dukungan 

manajemen pada Balai telah mampu memberikan dukungan administratif dan operasional yang optimal dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta mendukung pencapaian target kinerja secara 

keseluruhan. 
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Gambar 2.2 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.2 diatas grafik progress keuangan, realisasi 

anggaran mulai mengalami peningkatan sejak bulan Juli dan terus 

meningkat hingga akhir tahun. Sampai dengan bulan Desember, realisasi 

keuangan mencapai 97,84%, mendekati target rencana sebesar 100%. 

Meskipun pada beberapa bulan realisasi masih berada di bawah rencana, 

percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan IV mampu 

meningkatkan capaian secara signifikan sehingga kinerja penyerapan 

anggaran secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik dan 

mendukung penyelesaian seluruh kegiatan yang telah direncanakan. 
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Gambar 2.3 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.3 diatas Progress fisik menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan pada awal hingga 

pertengahan tahun, dengan realisasi baru mulai terlihat pada bulan Juli. 

Meskipun sempat tertinggal dari rencana, terjadi percepatan signifikan 

pada semester kedua sehingga realisasi mencapai 97,84% pada akhir 

tahun dan mendekati target 100%. 
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Table 2.12 Target Kinerja Triwulan IV BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

 No. (1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

1. Jumlah Laporan 
Pemantauan, Evaluasi 
dan Pelaporan Kegiatan 
Tematik Penyelenggaraan 
Kawasan Permukiman 
dan Akuntabilitas Kinerja 

1 Laporan 100% 1 Laporan 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Jasa Profesi 
- Belanja Perjalanan Dinas 

Biasa 

 

2. Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis  

Penyelenggaraan Klinik 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

100% 1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Jasa Profesi 
- Belanja Perjalanan Dinas 

Biasa 
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SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

 No. (1) (2) (4) (5) (6) (7) 

3. Jumlah Laporan 
Pemantauan, Evaluasi, 
dan Pelaporan  

Pembangunan Rusun, 
Peningkatan Kualitas dan 
Penanganan Kumuh 

3 Laporan 100% 3 Laporan 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Perjalanan Dinas 
Biasa 

 

4. Jumlah unit Rumah 
Swadaya di Kawasan 
Permukiman 

3.541 unit 100% 3.541 unit 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Barang untuk Bantuan 
Lainnya yang memilki 
karakteristik bantuan 
pemerintah 

5. Luas Penanganan 
Permukiman Kumuh 

44,94 Hectar 100% 20,89 Hectar 46,48% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Barang untuk Bantuan 
Lainnya yang memilki 
karakteristik bantuan 
pemerintah 
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SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

 No. (1) (2) (4) (5) (6) (7) 

6. Jumlah unit 
Pembangunan PSU 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

325 unit 100% 325 unit 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan Untuk diserahkan 
kepada masyarakat/ Pemda 

Berdasarkan Table 2.12 Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan 

permukiman kumuh secara umum telah terealisasi dengan baik pada Triwulan IV. Sebagian besar indikator 

kinerja berhasil mencapai target 100%, antara lain penyusunan laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan tematik, penyusunan rekomendasi kebijakan teknis melalui klinik perumahan, serta pelaporan 

pembangunan rumah susun, peningkatan kualitas, dan penanganan kawasan kumuh. Selain itu, realisasi 

peningkatan rumah swadaya di kawasan permukiman sebanyak 3.541 unit serta pembangunan PSU 

perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 325 unit juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. 

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, yaitu luas penanganan 

permukiman kumuh yang hanya terealisasi sebesar 20,89 hektar dari target 44,94 hektar atau sebesar 

46,48%. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai rencana, meskipun masih 

diperlukan upaya peningkatan kinerja khususnya dalam percepatan penanganan luas kawasan permukiman 

kumuh agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal pada periode berikutnya. 
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Gambar 2.4 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan 
Permukiman Tahun Anggaran 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.4 diatas data capaian kegiatan, seluruh paket pekerjaan yang dilaksanakan di wilayah 

Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik pada Triwulan IV Tahun 2025. Secara keseluruhan, 

progres fisik seluruh kegiatan telah mencapai 100%, dengan progres keuangan sebesar 97,61% dari total pagu 

anggaran sebesar Rp538.388.000, dimana realisasi anggaran mencapai Rp525.499.218. 
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Setiap paket kegiatan, yaitu pemantauan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, 

pemantauan dan evaluasi pembangunan rusun serta penanganan kumuh, serta penyusunan kebijakan teknis 

klinik perumahan, telah terlaksana sesuai target fisik. Progres keuangan masing-masing kegiatan juga 

tergolong tinggi, yaitu sebesar 97,23%, 99,25%, dan 86,50%. 

Realisasi kegiatan secara umum mulai menunjukkan perkembangan signifikan pada triwulan III hingga 

triwulan IV, dengan peningkatan progres fisik yang cukup pesat hingga mencapai 100% pada akhir tahun. Hal 

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan, baik dari aspek fisik maupun keuangan. 
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Gambar 2.5 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal 
Kawasan Permukiman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.4 diatas Grafik progres keuangan DIPA Direktorat 

Jenderal Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa realisasi anggaran 

mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun, setelah pada 

periode Januari hingga Juli belum terdapat realisasi. Mulai Agustus, realisasi 

mencapai 9,81% dan terus meningkat hingga September sebesar 24,35%, 

kemudian melonjak pada Oktober dan November masing-masing menjadi 

45,44% dan 74,41%, meskipun masih sedikit di bawah rencana. Pada akhir 

tahun, realisasi mencapai 97,61% dari target 100%, sehingga secara 

keseluruhan kinerja keuangan tergolong baik dengan tren peningkatan yang 

kuat, meskipun terdapat sedikit deviasi terhadap rencana pada triwulan akhir. 
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Gambar 2.6 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal 
Kawasan Permukiman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.6 diatas memperlihatkan bahwa selama periode 

Januari hingga Agustus belum terdapat progres pekerjaan yang tercatat (0%), 

yang mengindikasikan bahwa kegiatan fisik proyek belum dimulai atau masih 

dalam tahap persiapan, kemudian memasuki bulan September mulai terjadi 

akselerasi yang signifikan dengan realisasi mencapai 26,71% yang jauh 

melampaui rencana sebesar 7,25%, menunjukkan kinerja pelaksanaan yang 

lebih cepat dari target, tren positif ini terus berlanjut pada bulan Oktober di 

mana realisasi meningkat menjadi 49,98% dibandingkan rencana 37,5%, serta 

pada bulan November realisasi kembali unggul dengan capaian 79,41% 

dibandingkan rencana 62,50%, hingga akhirnya pada bulan Desember baik 

rencana maupun realisasi mencapai 100% yang menandakan bahwa seluruh 

pekerjaan telah diselesaikan sepenuhnya sesuai target waktu, sehingga secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan berjalan dengan sangat baik 
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karena realisasi tidak hanya mengikuti rencana tetapi juga secara konsisten 

melampauinya sejak awal pelaksanaan hingga selesai. 
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Tabel 2.13 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

 No. (1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni di Perkotaan 

1. Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan, Strategi dan 
Program Prioritas 
Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

100% 1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 

- Belanja Sewa 

- Belanja Jasa Profesi 

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

 
 

2. Jumlah Laporan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan 

3 Laporan 100% 3 Laporan 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Jasa Profesi 
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 
- Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 
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SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

 No. (1) (2) (4) (5) (6) (7) 

3. Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 
penyelenggaraan 
Pembangunan 
Perumahan Perkotaan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

100% 1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

4. Jumlah Rumah Susun 
Hunian ASN/TNI/POLRI 
Perumahan Perkotaan 

44 Unit 100% 28 Unit 63,63% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

5. Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 
Penyelenggaraan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan Perkotaan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

100% 1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Sewa 
- Belaja Jasa Profesi 
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

 

6. Jumlah Rumah 
Swadaya Perkotaan 
yang ditingkatkan 
kualitasnya 

490 Unit 100% 490 Unit 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Barang untuk 
Bantuan lainnya yang 
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SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

 No. (1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Memiliki Karakteristik 
Bantuan Pemerintah 

 

Berdasarkan Table 2.13 diatas Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas rumah layak huni di 

perkotaan secara umum telah menunjukkan hasil yang optimal, dimana sebagian besar indikator telah 

mencapai target 100% pada Triwulan IV. Indikator terkait penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi, serta 

program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan, termasuk pemantauan dan evaluasi, seluruhnya 

terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh penggunaan anggaran yang mencakup belanja 

bahan, sewa, jasa profesi, serta perjalanan dinas. Selain itu, peningkatan kualitas rumah swadaya perkotaan 

juga berhasil direalisasikan sepenuhnya sebanyak 490 unit. 

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, yaitu pembangunan rumah 

susun hunian bagi ASN/TNI/POLRI yang hanya terealisasi sebanyak 28 unit dari target 44 unit atau sebesar 

63,63%. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan telah berjalan baik, meskipun masih diperlukan upaya 

percepatan pada pembangunan rumah susun agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal di 

periode berikutnya. 
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Gambar 2.7 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan 
Perkotaan Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Gambar 2.7 diatas menunjukkan bahwa terdapat empat kegiatan yang seluruhnya 

memiliki target progres fisik 100% dan berhasil dicapai pada akhir tahun, dengan periode pelaksanaan dari 

2 Januari hingga 31 Desember 2025. Secara keuangan, total pagu anggaran sebesar Rp1.141.223.000 

dengan realisasi mencapai Rp930.370.233 atau sekitar 81,52%, yang mengindikasikan efisiensi penggunaan 

anggaran. Perkembangan fisik tiap paket mulai terlihat signifikan pada triwulan akhir, khususnya dari bulan 
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September hingga Desember, di mana progres meningkat bertahap hingga mencapai 100%. Paket pertama 

menunjukkan lonjakan progres dari 20,05% pada September menjadi 100% di Desember, paket kedua dari 

14,23% menjadi 100%, paket ketiga dari 13,55% menjadi 100%, dan paket keempat dari 10,22% menjadi 

100%. Secara keseluruhan, seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu, meskipun 

realisasi keuangan masih berada di bawah pagu anggaran yang tersedia. 
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Gambar 2.8 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal 
Perumahan Perkotaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.8 diatas menunjukkan bahwa realisasi 

anggaran mulai bergerak sejak bulan Juli dengan capaian awal sebesar 

0,70% yang sesuai dengan rencana, kemudian meningkat secara bertahap 

pada Agustus (5,17%) dan September (12,94%) masih sejalan dengan 

target, namun mulai terjadi deviasi pada bulan Oktober ketika realisasi 

hanya mencapai 22,88% dibandingkan rencana 44,68%, dan selisih ini 

berlanjut pada November dengan realisasi 38,73% di bawah rencana 

76,42%, hingga pada akhir tahun bulan Desember realisasi keuangan 

mencapai 81,52% sementara rencana ditargetkan 100%, sehingga secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan 

penyerapan anggaran secara konsisten pada semester akhir, realisasi 

keuangan tidak mampu mengejar target yang telah direncanakan dan 

berakhir dengan capaian yang masih di bawah rencana. 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

RENCANA 0 0 0 0 0 0 0.70 5.17 12.94 44.68 76.42 100

REALISASI 0 0 0 0 0 0 0.70 5.17 12.94 22.88 38.73 81.52
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Gambar 2.9 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal 
Perumahan Perkotaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.9 diatas menunjukkan bahwa pekerjaan 

belum dimulai dari Januari hingga Agustus (0%), kemudian mulai 

berjalan pada September dengan realisasi (15,01%) melampaui rencana 

(7,25%) dan masih sedikit di atas target pada Oktober (26,44% dibanding 

25,15%), namun pada November terjadi keterlambatan cukup signifikan 

karena realisasi (42,02%) berada di bawah rencana (62,50%), sebelum 

akhirnya pada Desember progres berhasil dikejar hingga mencapai 100% 

sesuai target, sehingga secara keseluruhan proyek tetap selesai tepat 

waktu meskipun sempat mengalami deviasi di tengah periode.

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

RENCANA 0 0 0 0 0 0 0.00 0 7.25 25.15 62.50 100

REALISASI 0 0 0 0 0 0 0.00 0 15.01 26.44 42.02 100
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Tabel 2.14 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

 No. (1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni di Perdesaan 

1. Jumlah Kegiatan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan 

1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Jasa Profesi 
- Belanja Perjalanan Dinas 

Biasa 

 

2. Jumlah Laporan 
Pemantauaan dan 
Evaluasi Perumahan 
Perdesaan 

2 Laporan 100% 2 Laporan 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Jasa Profesi 
- Belanja Perjalanan Dinas 

Biasa 
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SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

 No. (1) (2) (4) (5) (6) (7) 

3. Jumlah Pemantauan 
dan Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan Perdesaan 

3 Laporan 100% 3 Laporan 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Perjalanan Dinas 
Biasa 

 

4. Jumlah Unit Rumah 
Swadaya Perumahan 
Perdesaan 

175 unit 100% 175 unit 100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Barang untuk 
Bantuan Lainnya yang 
memiliki karakteristik 
bantuan pemerintah. 

 

Berdasarkan Table 2.14 diatas Pada Triwulan IV, seluruh sasaran kegiatan dalam upaya meningkatkan 

kualitas rumah layak huni di perdesaan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal ini 

ditunjukkan dari seluruh indikator, yaitu jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan 

(1 kegiatan), laporan pemantauan dan evaluasi (2 laporan), kegiatan pemantauan dan evaluasi peningkatan 

kualitas perumahan perdesaan (3 laporan), serta jumlah unit rumah swadaya (175 unit), yang semuanya 

mencapai realisasi 100%. Capaian ini didukung oleh berbagai komponen belanja seperti belanja bahan, sewa, 
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jasa profesi, perjalanan dinas biasa, serta bantuan pemerintah untuk rumah swadaya, sehingga secara 

keseluruhan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan sesuai dengan perencanaan. 

Gambar 2.10 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan 
Perdesaan Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.10 diatas Realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan kinerja fisik telah mencapai 100% pada akhir periode, dengan capaian keuangan sebesar 68,67% 

dari total pagu anggaran Rp340.468.000 atau terealisasi Rp233.791.831. Paket kegiatan “Sinkronisasi dan 

Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah” mencatat progres keuangan 58,43% 

dengan realisasi Rp132.857.184, sementara progres fisik meningkat signifikan mulai September (15,55%), 

Oktober (27,14%), November (38,06%), hingga mencapai 100% pada Desember. Sementara itu, kegiatan 

“Pemantauan dan Evaluasi BSPS” menunjukkan kinerja keuangan yang lebih tinggi yaitu 89,26% dengan 

realisasi Rp100.934.647, dengan progres fisik yang relatif stabil dan mencapai 66,63% pada November sebelum 

tuntas 100% pada Desember. Secara umum, meskipun terdapat perbedaan capaian keuangan antar kegiatan, 

seluruh target fisik berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
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Gambar 2.11 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal 
Perumahan Perdesaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.11 diatas menunjukkan bahwa penyerapan 

anggaran mulai terjadi pada bulan Agustus sebesar 2,15% dan masih 

sesuai dengan rencana hingga September di angka 9,37%. Namun, pada 

bulan Oktober hingga November realisasi keuangan tertinggal cukup jauh 

dibandingkan rencana, yaitu hanya mencapai 22,14% dari target 43,20% 

pada Oktober dan 42,55% dari target 77,02% pada November. Hingga 

akhir Desember, realisasi keuangan tercatat sebesar 68,67%, masih di 

bawah target rencana sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan adanya 

keterlambatan dalam penyerapan anggaran meskipun secara bertahap 

mengalami peningkatan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi keuangan 

di akhir periode. 

 

 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
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Gambar 2.12 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal 
Perumahan Perdesaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.12 diatas Grafik “Progress Fisik” 

menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan dari Januari hingga 

Agustus, kemudian pekerjaan mulai berjalan pada September dengan 

realisasi (10,39%) sedikit melampaui rencana (10%). Namun pada Oktober 

dan November terjadi keterlambatan cukup signifikan, di mana realisasi 

(18,13% dan 47,55%) berada di bawah rencana (37,5% dan 70,5%). 

Meskipun demikian, pada Desember proyek berhasil mengejar 

ketertinggalan dan mencapai 100% sesuai rencana, sehingga secara 

keseluruhan pekerjaan tetap selesai tepat waktu meski sempat tertunda 

di tengah periode. 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

RENCANA 0 0 0 0 0 0 0.00 0 10.00 37.5 70.50 100

REALISASI 0 0 0 0 0 0 0.00 0 10.39 18.13 47.55 100
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Tabel 2.15 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 

SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang 

efektif dan akuntabel 

1. Jumlah Kebijakan 
Keterbukaan Publik, 
Transparansi, dan 
Akuntabilitas 

1 
Rekomendasi 
Kebijakan / 

Laporan 

100% 1 

Rekomendasi 

Kebijakan / 

Laporan 

100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 
- Belanja Sewa 
- Belanja Jasa Profesi 
- Belanja Perjalanan Dinas 

Biasa 

 

2. Jumlah Kebijakan 
Manajemen Risiko dan 
Pencegahan Korupsi 

1 
Rekomendasi 
Kebijakan / 

Laporan 

100% 1 

Rekomendasi 

Kebijakan / 

Laporan 

100% Capaian sesuai target kinerja, 
mencakup : 

- Belanja Bahan 
- Belanja Barang Non 

Operasional Lainnya 
- Belanja Sewa 
- Belanja Jasa Profesi 
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SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET PK 
REVISI 

TARGET 
CAPAIAN 

TRIWULAN 
IV 

CAPAIAN TARGET 
TRIWULAN IV 

KETERANGAN 
JUMLAH 
LAPORAN 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

- Belanja Perjalanan Dinas 
Biasa 

 

Berdasarkan Table 2.15 diatas Pada Triwulan IV, capaian kinerja kegiatan yang berfokus pada 

peningkatan dukungan kebijakan keterbukaan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator jumlah kebijakan keterbukaan publik, 

transparansi, dan akuntabilitas terealisasi sebanyak 1 rekomendasi kebijakan/laporan (100%), sesuai dengan 

target, dengan dukungan komponen belanja seperti bahan, sewa, jasa profesi, dan perjalanan dinas. Demikian 

pula, indikator kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi juga berhasil mencapai 1 rekomendasi 

kebijakan/laporan (100%), sesuai target, yang didukung oleh belanja bahan, barang non operasional lainnya, 

sewa, jasa profesi, serta perjalanan dinas biasa. Secara keseluruhan, seluruh indikator pada kegiatan ini 

menunjukkan kinerja optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
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Gambar 2.12 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan 
Pengendalian Risiko Tahun 2025 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.12 diatas capaian kegiatan, terdapat dua paket pekerjaan yaitu Penerapan 

Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas Balai PJPK Sulawesi III yang seluruhnya berlokasi di 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan output masing-masing 1 dokumen. Secara keseluruhan, realisasi anggaran 

mencapai Rp302.352.127 dari pagu Rp303.466.000 dengan progres keuangan sebesar 99,63% dan progres 

fisik telah mencapai 100%. Masing-masing paket menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana progres 

keuangan mencapai 98,70% dan 100,89%, serta progres fisik keduanya telah selesai 100% pada akhir 

Desember 2025. Perkembangan fisik mulai terlihat pada triwulan akhir, dengan peningkatan signifikan sejak 

September hingga Desember hingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. 
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Gambar 2.13 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal 
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.13 diatas grafik “Progress Keuangan” 

menunjukkan bahwa baik rencana maupun realisasi anggaran belum 

mengalami pergerakan dari Januari hingga Juli (0%), kemudian mulai 

meningkat pada Agustus sebesar 8,65% dan terus naik pada September menjadi 

12,35%. Pada Oktober terjadi lonjakan signifikan, dengan rencana mencapai 

46,01% dan realisasi sedikit lebih tinggi di 49,2%. Tren peningkatan berlanjut 

pada November, meskipun realisasi (73,99%) sedikit di bawah rencana (78,86%). 

Pada akhir tahun, Desember, kedua nilai hampir mencapai target penuh, 

dengan rencana sebesar 100% dan realisasi mendekati di 99,63%, 

menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat baik meskipun sempat 

terjadi selisih kecil pada bulan-bulan akhir. 

 

 

 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

RENCANA 0 0 0 0 0 0 0.00 8.65 12.35 46.01 78.86 100

REALISASI 0 0 0 0 0 0 0.00 8.65 12.35 49.2 73.99 99.63
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Gambar 2.14 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Tata 
Kelola dan Pengendalian Risiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.14 diatas grafik “Progress Fisik” menunjukkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan belum mengalami kemajuan dari Januari hingga 

Agustus (0%), kemudian mulai bergerak pada September dengan capaian 

rencana sebesar 14,38% dan realisasi masih di bawahnya yaitu 9,39%. Pada 

Oktober terjadi percepatan signifikan, di mana realisasi (54,2%) melampaui 

rencana (44,82%), dan tren positif ini berlanjut pada November dengan realisasi 

mencapai 82,77%, lebih tinggi dibanding rencana 73,11%. Pada akhir periode, 

Desember, baik rencana maupun realisasi sama-sama mencapai 100%, yang 

menandakan bahwa seluruh target fisik berhasil diselesaikan secara optimal 

meskipun sempat terjadi keterlambatan di awal pelaksanaan. 
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2.3 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan 

2.3.1  Permasalahan pelaksanaan kegiatan BP3KP Sulawesi III 

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV 

yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sulawesi III adalah sebagai berikut: 

1. Timbulnya kendala dalam proses pembangunan rumah susun; 

2. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam penerapan manajemen risiko 

rendah atau tidak konsisten; 

3. ketidaktepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

anggaran;   

4. Verifikasi data usulan kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan 

dan perdesaan mengalami hambatan; 

5. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI menurun 

atau tidak konsisten; 

6. ketidaktertiban dalam pencatatan, pelaporan dan mengakibatkan 

kehilangan,kerusakan, atau penyalahgunaan aset negara; 

7. Pemantauan dan pengawasan kegiatan BSPS di delineasi wilayah 

pesisir yang berjalan kurang optimal; 

8. Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang 

belum optimal terlaksana; 

9. Tidak optimalnya pelaksanaan SPIP; 

10. Pemantauan dan pengawasan kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas 

Sanitasi Kumuh, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di 

delineasi wilayah pesisir yang berjalan kurang optimal; 

11. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan SOP dan praktik lapangan; 

12. Pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS di delineasi wilayah 

perkotaan dan perdesaan berjalan kurang optimal; 
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13. Verifikasi data usulan kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan 

dan perdesaan mengalami hambatan; 

14. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan RP3KP Provinsi 

dan Kab/Kota belum berjalan optimal; 

15. Verifikasi data usulan kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan 

dan perdesaan mengalami hambatan; 

16. Pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS di delineasi wilayah 

perkotaan dan perdesaan berjalan kurang optimal; 

17. Tidak terlaksanya dukungan manajemen secara optimal; 

18. Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

di Wilayah 1 Delineasi Kawasan Permukiman dan Pesisir; 

19. Pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS di delineasi wilayah 

perkotaan dan perdesaan berjalan kurang optimal; 

 

2.3.2 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama 

Triwulan IV yang dihadapi oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perubahan panjang tiang pancang bangunan rusun 

2. Adanya perubahan tipologi bangunan dari 3 lantai menjadi 2 lantai 

3. Mobilisasi material dari luar palopo karena isu sosial Luwu Raya 

4. Kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan, sehingga proses 

pembangunan rumah (khususunya rumah permanen) menjadi 

terkendala. 

5. Adanya kesulitan dalam mencari tukang untuk bersadaya dan juga 

keterlambatan dropping material. 

6. Dikaeranakan progres fisik yang terlambat, sehingga proses pencairan 

tahap II melewati tahun anggaran 2025. 
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2.3.3 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara 

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Cuaca dan Aksesibilitas Lokasi  

Tingginya curah hujan pada Triwulan IV menghambat pelaksanaan 

kegiatan fisik, terutama pada pekerjaan konstruksi dan pengiriman 

bahan bangunan.  

2. Proses Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa 

Proses pengadaan barang dan jasa serta pencairan anggaran pada 

akhir tahun anggaran menghadapi keterbatasan waktu, sehingga 

berdampak pada percepatan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. 

3. Ketersediaan Tenaga Tukang dan Proses Dropping Material. 

 Ketersediaan tenaga tukang dan keterlambatan proses dropping 

material bangunan di beberapa lokasi mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaksanaan kegiatan.  

 Adapun permasalahan pelaksanaan kegiatan pada setiap indikator 

kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman: 

a. Proses pembukaan buku rekening tabungan 8 Penerima bantuan 

di 3 kabupaten terhambat dikarenakan berada di luar daerah saat 

pembukaan buku rekening tabungan, yaitu : Kabupaten Muna 3 

PB, Kabupaten Buton Utara 1 PB, dan Kabupaten Kolaka 4 PB. 

b. Beberapa Penerima Bantuan di Kabupaten Konawe Selatan lebih 

dulu melaksanakan pekerjaan konstruksi secara swadaya tanpa 

mengikuti kaidah standar konstruksi yang telah di tetapkan  di 

program BSPS. 

c. Proses Dropping material Kayu dan Pasir pada beberapa Penerima 

Bantuan di Kabupaten Konawe Selatan tidak sesuai jadwal. 
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d. Curah hujan cukup tinggi di Kabupaten Buton tengah, dan 

Kabupaten Konawe Selatan, sehingga mengakibatkan tukang 

tidak dapat bekerjaan maksimal khususnya pada pekerjaan 

struktur. 

e. Di Kabupaten Konawe Selatan terkendala ketersediaan tukang di 

desa setempat, dikarenakan banyak tukang yang telah bekerja 

pada proyek lain, sehingga menghambat pelaksanaan konstruksi 

tahap 1 terhambat. 

f. Di Kabupaten Kolaka terjadi kelangkaan material pasir halus di 

wilayah Kec. Wundulako, Kec. Pomalaa, dan sekitarnya. 

g. Di Kabupaten Buton Tengah terdapat unit rumah yang progress 

pekerjaan fisiknya rendah dikarenakan progres pekerjaan tukang 

yang lambat. 

h. Di Kabupaten Muna Barat terjadi kelangkaan batu bata merah 

karena meningkatnya permintaan batu bata di akhir tahun.  

2. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perkotaan: 

a. Jumlah Penerima Bantuan di dalam DIPA berbeda dengan jumlah 

Penerima Bantuan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan, 

yakni: dalam DIPA sebanyak 120 unit, sedangkan dalam SK 

Penetapan Penerima Bantuan 121 unit. 

b. Pendropan material terlambat dikarenakan curah hujan hujan 

yang cukup tinggi. 

3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan: 

a. Jumlah Penerima Bantuan di dalam DIPA berbeda dengan jumlah 

Penerima Bantuan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan, 

yakni: dalam DIPA sebanyak 60 unit, sedangkan dalam SK 

Penetapan Penerima Bantuan 55 unit. 

b. Proses pembukaan buku rekening tabungan 1 Penerima bantuan 

terhambat dikarenakan berada di luar daerah saat pembukaan 

buku rekening tabungan.  
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4. Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton: 

a. Kondisi tanah berbatu dan lahan yang sempit menyulitkan 

penggalian tangki septic. 

b. Pengujian material yang memerlukan waktu dan pekerjaan 

berikutnya tidak dapat dilanjutkan sebelum hasil uji mutu 

keluar/terbit. 

c. Material paving block berasal dari luar kota melalui 

penyeberangan laut. 

d. Pekerjaan penanganan Permukiman Kumuh melewati tahun 

anggaran.  
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  pada  bab 

sebelumnya,  adapun  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  capaian 

kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu: 

3.1.1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Sulawesi III 

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada 

periode selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi 

capaian yaitu: 

1. Melakukan pendampingan intensif dengan perlibatan tenaga ahli atau 

fasilitator teknis untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan di 

lokasi agar berjalan sesuai jadwal dan rencana 

2. Melakukan rapat pembahasan Manajemen Risiko serta 

mengidentifikasi risiko yang ada di Balai 

3. Membuat laporan penyerapan perkegiatan 

4. Menyelenggarakan bimbingan teknis verifikasi bagi SDM pelaksana 

verifikasi, dengan fokus pada peningkatan pemahaman terhadap 

prosedur, penggunaan sistem, dan standar kelayakan usulan 

5. Penandatangan pakta integritas dan setiap bulan dilakukan rapat 

bersama dengan pokja Zona Integritas   

6. Membentuk tim UPG Unit Pengendalian Gratifikasi dan kanal WBS 

7. Menyusun SOP BMN dan melaksanakan invetararisasi dan rekonsiliasi 

data BMN 

8. Melakukan verifikasi berlapis pada setiap transaksi keuangan 

9. Menjadwalkan FGD/Sosialisasi dengan penerima bantuan/user 

terkait progress penghunian dan pengelolaan Rumah Susun 
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3.1.2 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja 

pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan 

permasalahan/potensi capaian yaitu: 

a. Melakukan komunikasikan kepada pihak Bank Penyalur untuk 

diberikan kebijakan terkait pembukaan rekening secara daring. 

Permaslahan telah selesai dengan cara verifikasi pembukaan rekening 

Penerima bantuan secara daring. 

b. Melakukan pengawasan, mengarahkan tukang agar mengikuti gambar 

teknis dan rekomendasi teknis pengerjaan rumah serta membuat 

penegasan tertulis kepada penerima bantuan dan tukangnya. 

Penerima Bantuan dan tukang telah mengikuti kaidah konstruksi 

sesuai pedoman teknis. 

c. TFL rutin melakukan koordinasi dengan pihak toko penyedia bahan 

bangunan agar dapat melakukan langkah-langkah percepatan 

dropping. Dropping material telah di laksanakan.  

d. Mempercepat pekerjaan pada situasi cerah dan mempriotaskan 

pekeraan indoor saat situasi hujan.  

e. Mengarahkan Penerima Bantuan untuk menggunakan tukang dari 

desa terdekat. Penerima Bantuan telah mendapatkan tukang 

pengganti.  

f. Mencari suplier lain dan mengganti pasir butiran sedang untuk 

digunakan sebagai alternatif pengganti pasir halus. Telah 

mendapatkan suplier pengganti.  

g. Dilakukan pergantian tukang yang bisa berkeja dengan efisien. 

Penerima Bantuan telah mengganti tukang. 

h. KPB berkordinasi dengan toko penyedia bahan bangunan untuk 

mempercepat proses dropping material bata merah. 
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i. Memaksimalkan pendropan material disaat tidak hujan. Dropping 

material telah selesai, progres fisik 100%. 

j. Berkoordinasi dengan pihak Bank Penyalur terkait solusi untuk 

pembukaan buku rekening penerima bantuan. Pembukaan buku 

rekening Penerima Bantuan diwakilkan oleh ahli warisnya. 

3.1.3 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian 

kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu: 

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman: 

a. Melakukan komunikasikan kepada pihak Bank Penyalur untuk 

diberikan kebijakan terkait pembukaan rekening secara daring. 

Permaslahan telah selesai dengan cara verifikasi pembukaan 

rekening Penerima bantuan secara daring. 

b. Melakukan pengawasan, mengarahkan tukang agar mengikuti 

gambar teknis dan rekomendasi teknis pengerjaan rumah serta 

membuat penegasan tertulis kepada penerima bantuan dan 

tukangnya. Penerima Bantuan dan tukang telah mengikuti 

kaidah konstruksi sesuai pedoman teknis. 

c. TFL rutin melakukan koordinasi dengan pihak toko penyedia 

bahan bangunan agar dapat melakukan langkah-langkah 

percepatan  dropping. Dropping material telah di laksanakan. 

d. Mempercepat pekerjaan pada situasi cerah dan mempriotaskan 

pekeraan indoor saat situasi hujan. 

e. Mengarahkan Penerima Bantuan untuk menggunakan tukang 

dari desa terdekat. Penerima Bantuan telah mendapatkan tukang 

pengganti. 

f. Mencari suplier lain dan mengganti pasir butiran sedang untuk 

digunakan sebagai alternatif pengganti pasir halus. Telah 

mendapatkan suplier pengganti. 
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g. Dilakukan pergantian tukang yang bisa berkeja dengan efisien. 

Penerima Bantuan telah mengganti tukang. 

h. KPB berkordinasi dengan toko penyedia bahan bangunan untuk 

mempercepat proses dropping material bata merah kepada 

penerima. Dropping material bata merah telah selesai.  

2. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perkotaan: 

a. Penyesuaian jumlah penerima bantuan melalui revisi DIPA. Telah 

terbit revisi DIPA 8 tanggal 17 Oktober dengan Penyesuaian 

jumlah penerima bantuan dari semula 120 unit menjadi 121 unit. 

b. Memaksimalkan pendropan material disaat tidak hujan. Dropping 

material telah selesai, progres fisik 100%.  

3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan: 

a. Penyesuaian jumlah penerima bantuan melalui revisi DIPA. Telah 

terbit revisi DIPA 6 tanggal 24 Oktober dengan Penyesuaian 

jumlah penerima bantuan dari semula 60 unit menjadi 55 unit. 

b. Berkoordinasi dengan pihak Bank Penyalur terkait solusi untuk 

pembukaan buku rekening penerima bantuan. Pembukaan buku 

rekening Penerima Bantuan diwakilkan oleh ahli warisnya.  

4. Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton: 

a. Penggalian lubang tangki septik menggunakan breaker. 

b. Berkoordinasi dengan pihak laboratorium pengujian guna 

percepatan pengambilan sampling bahan/benda uji. 

c. Mengingatkan/meminta ke penyedia melakukan komunikasi 

dengan pihak pabrik paving untuk segera melakukan pengiriman 

paving blok 

d. Diberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan 

pekerjaan melewati tahun anggaran dengan mekanisme RPATA. 
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3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya 

   Adapun  bukti  tindak  lanjut  atas  permasalahan  yang  telah dipetakana pada triwulan sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya 

TRIWULAN III TRIWULAN IV 

No Permasalahan Rencana Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut No Permasalahan 
Rencana Tindak 

Lanjut 

1. 

 

 

Timbulnya kendala 

dalam proses 

pembangunan rumah 

susun 

Melakukan pendampingan 

intensif dengan perlibatan 

tenaga ahli atau fasilitator 

teknis untuk mendampingi 

pelaksanaan pembangunan 

di lokasi agar berjalan 

sesuai jadwal dan rencana 

Laporan hasil 

pendampingan terkait 

progres pembangunan 

rumah susun secara 

berkala 

 

1. 

Permasalahan triwulan  IV telah  

selesai ditindak lanjuti 

 

2. ketidaktepatan dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pengendalian 

anggaran   

Membuat laporan 

penyerapan perkegiatan 

Dokumen prognosis 
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 Verifikasi data usulan 

kegiatan BSPS di 

delineasi wilayah 

perkotaan dan 

perdesaan mengalami 

hambatan 

Menyelenggarakan 

bimbingan teknis verifikasi 

bagi SDM pelaksana 

verifikasi, dengan fokus 

pada peningkatan 

pemahaman terhadap 

prosedur, penggunaan 

sistem, dan standar 

kelayakan usulan 

Laporan Pelaksanaan 

Bimbingan Teknis 

Verisikasi BSPS 

 Komitmen pimpinan 

dan pegawai dalam 

pembangunan ZI 

menurun atau tidak 

konsisten 

Penandatangan pakta 

integritas dan setiap bulan 

dilakukan rapat bersama 

dengan pokja Zona 

Integritas   

Dokumen Bukti 

dukung Lembar Kerja 

Evaluasi 

 ketidaktertiban dalam 
pencatatan, pelaporan 
dan mengakibatkan 
kehilangan,kerusakan, 
atau penyalahgunaan 
aset negara 

Menyusun SOP BMN dan 

melaksanakan 

invetararisasi dan 

rekonsiliasi data BMN 

 
Dokumen SOP BMN 
dan laporan BMN 

 

 Kegiatan Klinik 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
di Balai yang belum 
optimal terlaksana. 

Melaksanakan sosialisasi 

dan edukasi penerapan UU 

No. 08 Tahun 1999 dan 

pedoman teknis terkait 

kepada SDM Program Benar 

PKP 

SK Pokja Klinik PKP di 
Balai, Rekomendasi 
Layanan Klinik PKP 

1. Anggaran  pekerjaan 

fisik baru ada setelah 

Melakukan  percepatan 

proses  administrasi 

Proposal  Calon  

Penerima Bantuan dan 
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revisi  DIPA  di  bulan 

Agustus 

Percepatan  pelaksanaan 

verifikasi  teknis  dan 

penyusunan  proposal  bagi 

calon  penerima  bantuan 

yang  lulus  verifikasi sambil  

menunggu terbitnya  SK  

Penetapan Penerima 

Bantuan 

SK Penetapan 

Penerima Bantuan   

2. Pelaksanaan kontrak 

penyedia jasa belum 

dapat dilakukan di 

triwulan ini karena 

proses pemilihan 

penyedia jasa oleh 

Pokja Pemilihan masih 

berlangsung dan akan 

rampung pada minggu 

ketiga Oktober 

Pelaksanaan kontrak 

penyedia jasa akan 

dilakukan pada bulan 

triwulan  

Berikutnya segera setelah 

proses pemilihan penyedia 

jasa oleh Pokja Pemilihan 

selesai 

- Kontrak Penyedia 

Jasa untuk 

Peningkatan Kualitas 

Sanitasi Rumah 

tanggal 14 Oktober 

2025 dengan nomor 

SPK 003/SPK 

Rb14.5.2/2025 

- Kontrak Penyedia 

Jasa untuk 

Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh 

tanggal 05 November 

2025 dengan nomor 

Surat Perjanjian 

005/SP-

Rb14.5.2/2025 
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 rogres pekerjaan belum 

mencapai 

target untuk 

melakukan 

pembayaran 

termin. 

Melakukan percepatan 

dalam proses pengerjaan 

fisik 

Bukti permintaan 

percepatan progress 

(Baik BSPS, Kumuh, 

Sanitasi, PSU, dan 

Rumah Susun 

 Belum ada progres fisik 

yang berjalan 

baik itu BSPS, 

Sanitasi, PSU, dan 

Kumuh. 

Melakukan percepatan 

progress (Perencanaan, 

pelaksanaan sampai 

penyelesaian) ketika DIPA 

sudah direvisi. 

Proposal Calon 

Penerima Bantuan 

dan SK Penetapan 

Penerima Bantuan 
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